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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 10 Juli 2017.
Pemerintah melihat bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman ideologis
dari ormas-ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain; adanya
ormas yang sering mengkapanyekan anti Nasionalisme dan anti Demokrasi. Dalam
prakteknya, perpu ini digunakan pemerintah sebagai landasan hukum pembubaran
Hizbut tahrir Indonesia yang dinilai sering mengkampanyekan hal-hal yang profokatif
dan disinyalir menuju arah anti pancasila dan anti demokrasi. Pembubaran ini
dilakuan oleh pemerintah dengan tidak melalui proses peradilan. Perubahan peraturan
organisasi kemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengenai
kebebasan berserikat menuai pro kontra dalam masyarakat. Dengan peraturannya
yang memberikan wewenang pemerintah membubarkan sebuah ormas tanpa proses
peradilan.

Pro-kontra terkait kebijakan pemerintah tersebut menarik kiranya untuk
dijadikan sebuah rumusan masalah terkait, bagaimana mekanisme pembubaran ormas
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dipandang dari sudut pandang Hak
Asasi Manusia?. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta
mengkritisi undang-undang tersebut, khususnya dalam mekanisme pembubaran. Juga
menjadikan kerangka berfikir Maslahah Mursalah sebagai tolok ukur dari tindakan
pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan masalah
Yuridis Normatif yang sifatnya mendeskripsikan data-data berbasis peraturan
perundang-undangan. Dikomparasikan dengan literatur lain baik dari buku, karya
ilmiah maupun media cetak dan elektronik. Adapun analisis dalam penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif.

Berdasar metode dan kerangka berfikir tersebut, peneliti mengemukakan
bahwa mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam UU Ormas tersebut
tidak sesuai. dengan . HAM, dan juga menciderai.demokrasi karena organisasi
kemasyarakatan adalah manifesto dari kebebasan berserikat yang dilindungi oleh
konstitusi~ dan~ salah satu pilar dalam demokrasi. Serta dalam cara pandang
kemaslahatan hal itu akan menimbulkan kerusakan' (mafsadat) dimana pemerintah
yang seharusnya menjadi pengayom malah berpotenst untuk bertindak sebaliknya.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Hak Asasi manusia, Undang-
Undang
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es (titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H Ha (titik di bawah)
c Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
A Zal Z Zet (titik di atas)
D) Ra’ R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
8= Syin Sy Es dan-Ye
ol Sad S Es (titik di bawah)
=R Dad D De (titik di bawah)
L Ta T Te (titik di bawah)
L Za Z Zet (titik di bawah)
¢ ‘Ain -f- Koma terbalik (di atas)
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¢ Gain G Ge
] Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
o Nun N En
3 Wau w We
- Ha’ H Ha
¢ Hamzah - Apostrof
S Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:
3¢ ditulis Ahmadiyyah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa
Indonesia, sepertt salat, zakat, dan sebagainya.
s¢lazditulis jama ‘ah
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:
I @Y 82\ sHlitulis karamatul-auliva’
D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis 1, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

X
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A panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis @, masing-masing dengan tanda
() di atasnya.
F. Vokal-vokal Rangkap
1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:
o2 ditulis Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:
Jss  ditulis Qaul
G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (°)
eté\ ditulis 4 ‘antum
g ditulis Mu’annas
H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
@ ditulis Al-Qur an
oI ditulis A/-Qivas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.
lald ditulis As-sama’
ool ditulis Asy-syams
I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.
J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
1. Dapat ditulis menurut penulisannya

sasydes  ditulis Zawi al-furid
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2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
3G ditulis ahl as-Sunnah
SN gk ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam
K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,
seperti judul buku Al-Hijab.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah,

Mizan.

Xi
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Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami
berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah
penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Telaah Kritis Undang-
Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Perspektif HAM” dengan sebaik mungkin.
Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan
bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun
tidak langsung, baik moril maupun materil. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak
Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus,
dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan,
motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama
menyusun skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah-dan diberikan balasan
yang terbaik oleh Allah SWT.

Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih
kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya,
sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Siti Jahroh S.Hi., M.Si., selaku dosen penasehat akademik saya,
sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijjaga Yogyakarta.

6. Semua pihak yang telah berjasa, Mulia Bening Group dan Padepokan
Lokajaya yang ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses
penyelesaian skripsi,semoga-Allah.membalas kebaikannya.

Akhirnya, dengan segala Kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini
masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan
kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil
yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di
generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya
penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do’a
semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal
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jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Penyusun

AS’AD FIOHIAWAN
NIM. 12370068
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara
hukum, maka dalam menjalankan suatu negara dan perlindungan atas hak asasi
manusia harus berdasarkan hukum. Negara bertanggung jawab atas kelangsungan
hidup warga negaranya. Hukum sering kali dipahami oleh masyarakat sebagai
suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya
dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan
hukum.!

Pada tanggal 22 November 2017 Perarturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan oleh
Presiden RI sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun. 2013 -tentang Organisasi
Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas)-yang baru. Upaya pemerintah
dalam menegakkan hukum terhadap penanggulangan organisasi kemasyarakatan
yang bertentangan dangan nilai-nilai pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
lewat hukum pidana sebagai sanksi pamungkas, berupa pemberian ancaman
sanksi pidana berupa penjara dan sanksi pidana dalam hukum administrasi berupa

pencabutan ijin dan/atau pembubaran Ormas.

! Teguh prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2010),
cet. I, hlm. 6
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Ayat ini mengindikasikan bahwa manusia memang dikehandaki oleh Allah
untuk bersuku-suku atau berserikat sehingga hak dalam berserikat dan berkumpul
itu sendiri ada dalam ajaran agama islam, namun berdasar ayat tersebut ada tujuan

yang hendak dicapai yaitu untuk saling memahami.

Di Indonesia hak berserikat sebenarnya telah diatur khusus dalam dalam
UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang” mengacu pada hak yang melekat pada diri
bangsa dengan diberikan kesempatan guna membuat kelompok politik, ekonomi,
sosial dan budaya®. Namun pembatasan akan kebebasan dari berserikat dengan
diundangkannya UU Ormas tersebut menuai polemik ditengah masyarakat,
ditambah dengan masih adanya perbedaan cara pendang terhadap HAM itu sendiri
dari kacamata Internasional dan hukum islam ‘dimana 'sejauh ini islam lebih
menganggap. sebelah mata terhadap HAM lebih karena kemunculannya yang

bersumber dari pemikiran barat.

Permasalahan yang berada disekitar UU Ormas memang menjadi begitu
menarik ketika disandingkan dengan demokrasi dimana demokrasi lahir dari

rahim Liberalisme yang juga mucul di barat namun dipakai dan dijadikan sistem

2QS Al-Hujurat: 13
3 Jimli Asshidiqi, Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: MK dan Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004), him. 87
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bernegara di negara belahan timur dimana kultur masyarakat lebih
mengedepankan etika, merupakan sebuah keniscayaan kebebasan berkumpul dan
berserikat menjadi salah satu hak yang penting dalam sistem demokrasi karena
dalam demokrasi kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan hak yang

masuk dalam kategori kebebasan negatif.*

Maka perlu adanya telaah yang lebih mendalam dalam melihat konteks
hukum modern ini dengan tanpa meninggalkan aspek sosio historis yang
melingkupinya sehingga asumsi-asumsi tentang hukum di Indonesia kedepan bisa

lebih progresif.

Karena begitu pentingnya kajian ini maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi dengan judul
TELAAH KRITIS UNDANG-UNDANG ORMAS NOMOR 16 TAHUN 2017

(PERSPEKTIF HAM)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari deskripsi latarbelakang masalah diatas, peneliti merumuskan
masalah sebagat berikut.
1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembubaran organisasi kemasyarakatan
di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang:Nomor 16:tahun 2017?
C. Tujuan dan kegunaan penelitian
1. Tujuan penelitian
Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

4 Yang dimaksud dengan kebebasan negatif adalah kebebasan tersebut berada dalam
ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti
yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain.
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a. Untuk menelaah secara kritis Undang-Undang nomor 16 tahun 2017
terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pembubaran organisasi
kemasyarakatan.

b. Untuk menelaah lebih jauh penerapan dan cara pandang HAM dalam
melihat hukum di Indonesia terutama Undang-undang Ormas.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran dalam khazanah kajian Hukum Islam dan Siyasah pada
jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian
penelitian lebih lanjut bagi praktisi ketatanegaraan, aktivis
kemanusiaan, institusi atau lembaga pemerintah dalam proses
penentuan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan
warga negara.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada tulisan
yang secara spesifik membahas tentang Undang-undang Ormas Nomor 16 Tahun
2017 perspektif Hak asasi manusia. Akan tetapi ada beberapa skripsi dan tulisan
yang memiliki relevansi dengan skripsi yang akan peneliti susun meskipun skripsi
dan tulisan tersebut tidak secara spesifik membahas Undang-undang nomor 16
tahun 2017 namun lebih kepada Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 sebelum
diundangkan, pun dengan menggunakan perspektif HAM.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Putri Lestari mahasiswa jurusan Ilmu

Hukum Universitas Islam Indonesia 2018 dengan judul “Kebijakan Penalisasi
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”
dimana penelitian ini hanya memfokuskan kajiannya dalam permasalahan
penalisasi dalam UU Ormas, dengan kesimpulan adanya kesesuainan penalisasi
juga ketidak sesuaian didalamnya.

Selanjutnya skripsi Roqiul Ma’arif Syam mahasiswa jurusan Hukum Tata
Negara Islam (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018 dengan
judul “Konflik Rohingya Dalam Perspektif HAM Universal Mashood A. Baderin”,
kesamaan dalam tema besar skripsi ini adalah pendekatan yang digunakan
terdapat banyak kemiripan terutama dalam Maslahah Mursalah namun dengan
studi kasus yang berbeda.

Juga jurnal yang ditulis oleh M. Benni Kurniawan yang diterima untuk
diterbitkan pada 14 Januari 2018 oleh jurnal hukum dan pembangunan Universitas
Indonesia dengan judul “Konstitualitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat
Ditinjau Dari UUD 1945 dan Konsep Negara hukum (Rechstaat)” dengan
kesimpulan bahwa pasal 61 dan 62 undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang
penetapan perppu nomor 2 tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak adalah Inkonstitusional
karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai Negara
Hukum dan Pasal 28 E ayat 3 tentang kebebasan berserikat. Perlu adanya revisi

terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan perppu Nomor
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2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan
dalam memutuskan pembubaran Ormas.>

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Negara hukum sebagai sebuah konsep telah muncul sejak zaman Yunani
kuno. Plato menegaskan bahwa negara yang ideal akan tercipta jika pemegang
kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang bijaksana dan untuk mencegah
kemerosotan nilai kekuasaan, maka dibutuhkan sebuah hal yang lebih tinggi dari
sebuah kekuasaan, yaitu hukum, sebagaimana sering disebut dalam istilah
supermasi hukum. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di era modern
ini dipengaruhi oleh dua konsep yaitu Eropa Kontinental yang disebut Rechtstat
dan Angelo Saxon yang disebut rule of law.

Dalam Kkonstitusi, Indonesia termasuk ke dalam negara hukum. Hal ini
tertuang dalam UUD 1945 Pasal | Ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”. Secara bersamaan, bunyi dari pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 tersebut
memunculkan dua poin penting. Pertama, dalam menjalankan kehidupan
bernegara, Indonesia sepenuhnya patuh terhadap hukum; Kedua, menegaskan

bahwa Inodnesia bukanlah negara kekuasaan.

Terdapat beberapa prinsip’ penting yang tertuang dalam konsep negara
hukum. Menurut Stahl,nsetidaknya terdapat empat elemen penting dalam negara
hukum (rechtstat): Perlindungan Hak asasi manusia; Pembagian kekuasaan;

pemerintah berdasarkan undang-undang; dan peradilan tata usaha negara.

5 Lihat http:/jhp.ui.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.n02.1663
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Sedangkan menurut A.V. Dice terdapat tiga ciri penting negara hukum (Rule of

Law): Supermacy of Law, Equality before the law dan Due process of Law.%

Pada dasarnya, semua prinsip yang terdapat dalam konsep negara hukum,
Rechtstat maupun Rule of Law mempunyai satu ruh yang sama, yaitu mencegah
kekuasaan yang otoriter. Untuk itu, menjadi konsekuensi logis dalam sebuah
negara hukum haruslah menjunjung tinggi: persamaan di depan hukum,
perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang adil, pembatasan kekuasaan
demi mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan. Untuk mewujudkan hal
demikian, pemerintah tidak cukup untuk hanya mengamini sampai tataran konsep
belaka tetapi, harus termanifestasi dalam setiap kebijakan ataupun peraturan-

peraturan yang dilahirkan.

2. Maglahah Mursalah

Sebelum masuk dalam arti Maslahah Mursalah , kata Maslahah adalah
bentuk dari Maslahah. Yang berasal dari kata shalaha dengan penambahan “alif”
diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk™ atau
“rusak” , mashdar dengan-arti kata shalah, yaitu ‘manfaat” atau terlepas daripada
kerusakan’.’

Magslahah Mursalah atau yang juga biasa disebut istishlah, yaitu apa yang
dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum,
namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.® 4l-Magslahah al Mursalah

artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama wushul figh adalah kemaslahatan

% A.V Dicey, “An Introduction to The Study of Law of Constitution”, (Oxford: Oxford
Publisher, 1985). Him. 9

7 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), him. 354.
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yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil
syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut

mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.’

kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh pemimpin atau hakim harus

sejalan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan.

Disebutkan dalam kaidah Fighiyyah :
105z dsaadida sciad s d ¢ apla¥) dpac

Daapat dikatakan bahwa al-Maslahah al Mursalah itu difokuskan terhadap
lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur’an maupun As-
Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui [ ’tibar,
yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui
sesuatunya yang sejenis.!! Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan

adanya ijma’ atau giyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. '2

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam

memfungsikan al-Maslahah al-mursalah, yaitu:'3

1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki
yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak
kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat

negatif yang ditimbulkannya.

 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), him. 110.
10 Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Figh, (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), hlm 61.
"' M. Solahudin, Ulumul Hadis Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009), him. 14.
12 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 122.
13 Effendi Satria, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.
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2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan

umum, bukan kepentingan pribadi.'*

3) Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan

yang ada ketegasan dalam Al-Qur’an atau Sunnah.

F. Metode Penelitian
Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena
ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan
yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Namun demikian, penelitian
hukum membedakan dirinya dengan penelitian ilmiah lain berdasarkan
karakteristik ilmu hukum yang berbeda dengan keilmuan lainnya seperti ilmu
politik, sosial, humaniora, dan sebagainya.'®
Untuk mendapatkan data-data atau informasi sebagai bahan penulisan
penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian_ini_masuk dalam kategori_penelitian, hukum. Berbeda
dengan  Kegiatan penelitian ~dalam = keilmuan empiris' yang bersifat
deskriptif yang menggunakan korespondensi sebagai metode pencarian
kebenaran, penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh kebenaran
koherensi. Suatu penelitian yang berpangkal dari tolok ukur yang berupa
moral. Norma yang berupa pedoman tingkah laku harus berdasarkan

prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum

14 Effendi Satria, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 153.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005),
hlm.36-42.
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harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan
prinsip hukum.!®
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan pendekatan pemikiran yuridis (legal thought). Pendekatan
ini bermaksud mengumpulkan beberapa pemikiran terhadap suatu isu
hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam menggunakan pendekatan ini,
penyusun dituntut untuk mengungkapkan beberapa pemikiran hukum
untuk kemudian dianalisis dan diperbandingkan.
3. Prosedur Pengumpulan Bahan
Hukum Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier serta bagaimana
bahan hukum tersebut diiventarisasi dan diklasifikasi dengan
menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.!”
Adapun data-data yang tersedia akan dipilah berdasarkan kriteria
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoriatif,
artinya = mempunyai otoritas. ~Bahan hukum = primer terdiri dari
perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundangan-undangan dan putusan hakim.'® Adapun bahan hukum primer

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm.
63-64

17 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 294.

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), him.
181.
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yaitu beberapa instrument Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
diantaranya: Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar komentar atas putusan pengadilan.!” Adapun sebagai bahan
hukum sekunder penyusun menggunakan jurnal-jurnal hukum sebagai
bahan hukum sekunder.

c. Sementara yang tidak termasuk kategori sebagai bahan hukum primer
dan sekunder dipandang sebagai bahan nonhukum. Bahan ini diperlukan
demi membantu mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan

menemukan isu hukum atas fakta tersebut.?’

Bahan tersebut baik berupa
kamus ilmiah, encyclopedia, maupun data-data yang diambil dari media
massa maupun internet yang tidak termasuk bahan hukum primer maupun
sekunder.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode  preskriptif-analisis. Metode . preskriptif-analisis
yaitu cara berfikir untuk ‘'mendapatkan saran-saran dalam mengatasi
masalah tertentu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,

validitas aturan hukum, konsepkonsep yang berkaitan dengan masalah

yang dibahas.

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm.
196.

20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005),
hlm.204.
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G. Sistematika Pembahasan

Uraian logis sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian
terhadap permasalahan yang dikemukakan selaras dengan tema sentral yang
direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya.?!

Demi mengurai secara logis dan sistematis berkaitan dengan tema yang
diangkat, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan. Hal ini perlu untuk memaparkan gambaran awal
dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian
ini.

Bab Kedua, memuat pembahasan mengenai Teori Maslahah Mursalah .
Dalam mendeskripsikan mengenai teori tersebut, bab ini akan diurai kepada dua
subbab. Pertama, tentang peta konsep teori tersebut. Kedua, membahas mengenai
cara kerja teori tersebut.

Bab Ketiga, akan menerangkan gambaran umum yang akan di bagi
menjadi tiga subbab. Pertama, Organisasi kemasyarakatan (ORMAS). Kedua,
Tinjauan kontekstualitas-Undang-undang nomor 16 tahun 2017. Ketiga, Hak asasi
Manusia (HAM) itu sendiri yang dibagi menjadi beberapa subbab.

Bab Keempat, bab ini merupakan identivikasi dan analisis yang di bagi

menjadi dua sub bab

2l Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2006) hlm. 297
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Bab Kelima, merupakan bagian penutup sebagai akhir dari keseluruhan
proses penulisan yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis yang terkait

dengan pembahasan, dan rekomendasi, serta kata penutup.
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BABV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Bahwa terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 memiliki berbagai landasan
untuk diterbitkan. Adapun landasan-landasan yang dimaksud adalah; pertama,
dilihat dari aspek filosofis keluarnya Perppu Ormas yaitu Pemerintah mempunyai
kewajiban untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan, kedua, di lihat dari aspek
yuridis yaitu terkait dengan pentingnya pemahaman terhadap HAM yang dapat
dibatasi yang merujuk pada Pasal 28 UUD NRI 1945, ketiga, dilihat dari aspek
sosiologis bahwa UU No.17 Tahun 2013 sudah tidak lagi memadai dan tidak
mampu menjawab tantangan yang ada sehingga perlu diganti. Kemudian, dilihat
dari aspek kegentingan memaksa bahwa terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017
tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah memenuhi unsur sebagaimana yang

diatur dalam Putusan MK No.138/PUU-VI11/2009 tersebut.

Pasal 60 ayat (1) UU No.l16 tahun 2017 tentang Ormas disebutkan
apabila ormas melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan
(2) dijatuhi sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) bahwa sanksi
administrasi tersebut terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan,dan/atau
pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum, dalam Pasal 62 ditegaskan
peringatan tertulis tersebut hanya diberikan satu kali dalam jangka waktu 7 hari

kerja, apabila ormas tidak mematuhi peringatan tersebut maka dijatuhi sanksi

65
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penghentian kegiatan dan jika ormas tidak mematuhinya maka menteri Hukum
dan HAM melakukan pencabutan SKT/ status badan hukum. Selanjutnya Pasal 60
ayat (2) menyebutkan bagi ormas yang melanggar ketentuan Pasal 52, Pasal 59
ayat (3) dan (4) dijatuhi sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sesuai dengan
Pasal 61 ayat (3) sanksi administratif berupa pencabutan SKT atau Pencabutan

status badan hukum oleh menteri hukum dan HAM.

Kelemahan UU No.16 Tahun 2017 tentang Ormas yaitu pertama, terletak
pada Pengaturan terkait sanksi pidana yang terlalu luas dan abstrak. Kedua,
Keputusan Pemerintah dalam pembubaran Ormas tidak didahului proses
pengadilan. Ketiga, Tidak ditegaskan mengenai berapa lama batasan waktu
terhadap penjatuhan sanksi penghentian kegiatan sehingga menimbulkan

ketidakpastian hukum.

Sedangkan kelebihan yang ada dalam UU tersebut adalah pertama, adanya
perluasan makna terkait dengan ajaran/paham yang bertentangan dengan
Pancasila. Kedua, berlakunya asas contrarius actus yang menjadikan proses
administratif pembubaran Ormas menjadi lebih sedethana dan cepat sehingga
Pemerintah dapat langsung menindak tegas Ormas yang aktifitasnya bertentangan

dengan Pancasila.

Kesesuaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dalam
hal mekanisme pembubaran dengan prinsip maslahah adalah dalam aspek

larangan bagi ormas yang tercantum dalam pasal 59 ayat 1, 2, 3 dan 4. Dimana
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prinsip dasar pengambilan keputusan larangan tersebut sesuai dengan nilai-nilai

Islam.

Kebalikan dari apa yang tertulis di atas adalah dengan terlalu kuatnya
dominasi pemerintah dalam hal pembubaran ormas maka fungsi dan peran
pemerintah yang seharusnya menjadi sumber maslahah, dikhawatirkan malah

bertindak sebaliknya.

B. SARAN

Bagi Pemerintah, Bahwa Pemerintah harus tegas dalam membubarkan
Ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945 adapun proses pembubaran Ormas yang telah diatur dalam UU No.16 tahun
2017 tentang Ormas perlu segera direvisi yaitu dengan ketentuan Pemerintah
dapat membekukan ormas dan ormas yang tidak terima dapat mengajukan gugatan
ke pengadilan, apabila putusan pembekuan sah pemerintah memberikan waktu 3
bulan agar ormas tersebut mematuhi peringatan yang sebelumnya diterima dan

apabila tidak mengindahkannya Pemerintah dapat membubarkan Ormas tersebut.

Bagi masyarakat, khususnya yang bergabung dalam suaru Organisasi
Kemasyarakatan harus memastikan bahwa kegiatan dan aktifitasnya tidak
bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga kehadiran Ormas
tersebut dapat ikut berpartisipasi bersama Pemerintah dalam pembangunan

penyelenggaraan negara.
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Pengkajian ulang terhadap UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas
khususnya terkait dengan mekanisme pembubaran Ormas, agar keseimbangan
peran dan fungsi demokrasi tercapai sehingga prinsip Maqgoaidus Syariah bisa

diselenggarakan dalam bingkai keindonesiaan.
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Hal.

Nomor
Footnote

Ayat al-Quran dan
Hadits

Terjemah Ayat

17

Kaidah Fighiyyah

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat
harus Kemaslahatan

18

OS. Yunus (10): 57

Wahai manusia!

Sungguh, telah datang
kepadamupelajaran (Al-Qur’an) dari
Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-
penyakit (vang berada) dalam dada dan
petunjuk serta rahmad bagi orang-orang
yvang beriman.

18

OS. Yunus (10): 58

Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan
Rahmat-Nya itu adalah yang lebih baik
dari apa yang mereka kumpulkan”

18

0OS. Al-Bagoroh (2):
220

“Tentang Dunia dan Akhirat. Mereka
bertanya kepadamu tentang anak yatim,
katakanlah: “mengurus urusan mereka
secara patut adalah baik, dan jika kamu
bergaul dengan mereka, maka mereka
adalah saudaramu dan Allah mengetahui
siapa yang membuat kerusakan dari yang
mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah
menghendaki, niscaya dia dapat
mendatangkan kesulitan kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana”.

18

Hadits diriwayatkan
Ibnu Majah

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada
kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita
kepada kita, dari jabir al-Jufiyyi dari
ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW.
bersabda. * Tidak boleh membuat
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mazdarat(bahaya) pada dirinya dan tidak
boleh pula membuat madzarat pada orang
lain”
19 10 Kaidah Fighiyyah 1. Menolak segala yang Rusak
2. Menarik segala yang bermaslahah
19 11 Kaidah Fighiyyah 1. Sesungguhnya kemudharatan
harus dihilangkan
2. Sesungguhnya kemudharatan itu
tidak boleh dihilangkan dengan
membuat kenudharatan pula
3. Sesungguhnya menolak
kemudharatan harus didahulukan
atas menarik kemaslahatan
4. Sesungguhnya kemudharatan yang
khusus harus dipikul untuk
menolak kemudharatan umum
5. Sesungguhnya harus dikerjakan
(dilakukan) kemudharatan yang
lebih ringan dari kedua
kemudharatan
6. Sesungguhnya segala yang darurat
(vang terpaksa dilakukan)
membolehkan yang terlarang
7. Sesungguhnya hajat itu
ditempatkan di darurat
8. Sesungeuhnya kepicikan itu harus
dihilangkan
9. Sesungguhnya kesukaran itu
mendatangkan sikap kemudahan.
21 14 0S. Al-Hijr (15) : 9 | “Sesungguhnya Kami menurunkan Al-
Qur’an dan Kami pula memeliharanya”
22 15 0S. Al-Bagoroh (2) | ... Allah menghendaki bagimu kemudahan
185 dan tidak menghendaki bagimu
kesulitan...
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